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ABSTRAK
Hambatan utama pelaksanaan program penanggulangan kerniskinan di Indcnesia
adalah peri laku birokrasi. Di sini birokrasi sering rnernposiJikan dir inya sebagai perni l ikprogram. Pelaksanaan kegiatan program lebih diwarnai oleh kepentingan birokrasi
daripada kepentingan kelompok masyarakat miskin. Meskipun peraturan din rnekanismeprogram telah di lakukan perubahan, yaitu lebih rnengutamakan kepentingan keiornpok
masyarakat miskin, namun peri laku blrokrasi dalarn p.-r lukrunuun prograrn t idak pernah
berubah. Dalam pelaksanaan program Inpres Desa Teit inggal ( lDT), birokrasi cepdcrung
tetap mendominasi aktivitas dan kegiatan prograrn. Keadaan ini selanjutnya berakibatpada rendahnya kesesuaian hasil  prograrn dengan l<ebutuhan ri i l  kelornpok masyarakat
miskin, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya t ingkat keberhasilan pelal<sanaan
program IDT.
Kata kunci : Perilaku Birokrasi, penangguLangan Kentiskinan
ABSTRACT
In Indonesia, bureaucracy behaviors have becorne the rnain constrain of poverty
al leviation program. They ofien laid on their selves as owners. Theretbre, the prograrn
is control by their interest than the poor people as a beneficiaries of the program.
Although the mechanisin has been changed, more oriented tbr poor peopie, theirbehavior have not been changed. Bureaucracy behavior tend to dorriinate in the
implementation of poverty alleviation program. This condition, thirs, caused the prograrn
output unfitness with the needs of poor people. Finally, bureaucracy behaviors failed thepoverty alleviation program.
Key words : Bureaucracy Behaviour, Poverty Allevia.tion
PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan iasalah
utama yang dihadapi oleh banyak
negara berkernbang. Sebagai f'enomena
sosial yang multidimensional, kemiskin-
an tidak hanya berhubungan dengan
dirnensi ekonomi, tetapi juga berkaitan
dengan masalah struktural, psikologis,
kultural, ekologis dan sebagainya. Oleh
K a r e n a n y a  u p a y a  p e n a n g g u l a n g a n
ke.rniskinan rnemerlukan pe;naharnan
yang tepat terhadap protil, hakekat dan
p e n y e b a b  k e r n i s k i n a n  i t u  s e n d i r i
(Kaplan, 1967; Tjokrowinofo, 1995).
Ketidak-tepatan dalam mengidentif ika.si
p r o f  i l ,  h a k e k a t  a t a u  p e n y . : b a b
kerniskinan ini,  pada akhirnya akan
melahi rkan kebi jakan a iau program
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penanggulangan kemiskinan yang t idak
sesuai dengan kondisi kerniskinan yang
dihadapi oleh masyarakat.
Di Indonesia, upaya penanggu-
langan kemisk inan sebagian besar
di lakukan melalui pelaksanaan berbagai
program pembangunan. Sepert i  pro-
gram Inpres, Jaring Pengaman Sosial
(JPS), maupun berbagai program
pembanguuan sektoral lainnya. Namun
demikian, meskipun berbagai kebiiakan
dan dana te lah  d isa lu rkan un tuk
menanggu lang i  kemisk inan,  upaya
tersebut  te rnya ta  kurang berhas i l
mengilrangi jurnlah penduduk rniskin.
Bahkan laporan BPS pada tahun 1998
menunjukkan selama periode 1990
1996 tingkat ketimpangan penduduk
semakin i inggi. Yaitu ditunjukkan oleh
nreningkalnya Angka Gini pada tahun
1990 sebesar 0,321 menjadi 0,335 pada
tahun 1993 dan 0,356 pada tahun 1996
(BPS, J998). Data ini dengan dernikian
rnonunjuitkan pemerataan pendapatan di
antara kelorrpok berpendapatan rendah,
sedang clan tinggi pada kurun waktu
1990 -  1996 sernakin menurun. Art inya
k e l o r n p o k  b e r p e n d a p a t a n  r e n d a h
cenderung semakin rniskin dibanding
keiornpok la innya.
Daca BPS lainnya juga mencatat,
;neskipun berbagai program pemba-
rrgunan ailt i  kemiskinan telah dilaksatta-
i<an, narnun jurnlah penduduk rniskin
terus rneningkat. Apabila tahun 1990
.iumlah penduduk miskin sebanyak 27,2
juta atau 15,1 persen, rnaka pada tahun
1i993 meningkat menjadi 79,4 Persen
atau sebesar 39,1 persen (BPS, 1998).
Berbagai data tersebut menunjukkan
kegagalan kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang telah dilaksanakan
selama in i .
METODE PENELITIAN
Sebagai suatu kebijakan peme-
rintah, pelaksanaan program IDT perlu
diukur tingkat keberhasilannya. Untuk
kepentingan i i maka metode penelitian
yang digunakan adalah penel i t ian
evaluasi kebijakan (Dye, 1987; Bryant
dan White,  1987).  Penel i t ian in i
dilaksanakan di Kabupaten Cilacap dan
Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,
pada bulan Agustus 1996 s/d bulan
Desember 1991. Sedangkan analisis
data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode diskriptif. Melalui
penelitian evaluasi ini selanjutnya dapat
d i k e t a h u i  k e m a m p u a n  P r o g r a m
mewujudkan tujuannya.
O l e h  k a r e n a  p e l a k s a n a a n
program IDT menuntut Perubahan
perilaku, sikap dan orientasi birokrasi,
d a r i  s i f a t - s i f a t  p a t e r n a l i s t i k  d a n
penguasa pembangunan kepada perilaku
birokrasi  yang beror ientasi  kepada
tasil itator, rnotivator dan pernberdaya
kelornpok masyarakat miskin, maka
penelit ian ini tnemusatkan perhatiannya
pada perubahan-perubahan per i laku
birokrasi dalam pelaksanaan program
IDT. Sedang sasaran penelit ian ini ada-
lah kelornpok masyarakat miskin pene-
rirna dana program IDT di Kabupaten
Banyumas, Cilacap dan Purbalingga.
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I HASIL DAN PEMBAHASAN
Belajar dari kegagalan peiaksana-
an berbagai program penanggulangan
kemiskinan yang pernah dilaksanakan
sebelumnya, pada tahun 1993 pemerin-
tah mengeluarkan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pening-
katan Penanggulangar Kemiskinan atau
sering disebut dengan Program Inpres
Desa Ter t ingga l  ( lDT) .  Me la lu i
kebijakan ini pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan diharapkan
dapat dilakukan secara efektif. Program
IDT memiliki pendekatan yang berbeda
dibanding program penanggulangan
kemiskinan yang pernah dilakukan
sebe lumnya.  Perbedaan te rsebut
tercermin dari dianutnya prinsip-prinsip
ke terpaduan,  kegotong- royongan,
keswadayaan, partisipatif dan terdesen-
tralisasi dalam pelaksanaan program.
Prinsip-prinsip ini dengan demikian
m e n u n j u k k a n  a d a n y a  k o r n i t l n e n
pemerintah untuk melakukan perubahan
pendekatan dalam penanggulangan
kemisk inan,  ya i tu  dar i  top-down
bureaucratic approach kepada people-
c e n t e r e d  d e v e l o p m e n t  a p p  r o a c h
(development from below). Dalam
pendekatan pembangunan dari bawah
ini ,  or ientasi  pembangunan lebih
rnengutamakan kepentingan kelompok
m a s y a r a k a t  m i s k i n ,  d a r i p a d a
kepentingan birokrasi.
B e r d a s a r k a n  p e r u b a h a n
pendekatan tersebut, maka salah satu
ciri penting yang membedakan program
IDT dengan program penanggulangan
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kerniskinan lainnya adalah berkurang-
nya peran birokrasi pemerintah dalarn
pengelolaan program. Peran birokrasi
i n i  s e l a n j u t n y a  d i g a n t i k a n  o l e h
kelompok masyarakat miskin. Upay'a ini
dimaksudkan agar kegiatan program
yang d i laksanakan sesua i  c iengan
aspirasi, keinginan dan kebutuhan ri i l
kelompok masyarakat miskin, bukan
perwujudan kepent ingan birokrasi .
Melalui ciri program yang demikian,
rnaka keberhasilan pelaksanaan program
IDT tidak hanya ditandai oleh darnpak
program tersebut kepada kelompok
masyarakat miskin, tetapi juga ditandai
oleh perubahan perilaku birokrasi dari
yang selama ini menjadi pernil ik dan
penguasa pembangunan kepada perilaku
birokrasi yang kondusif bagi tuinbuhnya
partisipasi dan pernberdayaan kelompok
masyarakat rniskin.
Penelit ian terhadap pengelolaan
dan pelaksanaan program IDT di
Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan
C i l a c a p  m e n u n j u k k a n ,  p e r i l a k u
birokrasi di sekitar program IDT tidak
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
program. Ketidak-sesuaian penlaku
birokrasi ini utamanya disebabkan oleh
rendahnya tingkat kepatuhan birokrasi
terhadap eraturan program, rendahny,a
dukungan birokrasi terhadap kegratau
k e l o m p o k  m a s y a r a k a t  r n i s k i n ,
rendahnya dukungan birokrasi terhadap
t u m b u h n y a  p a r t i s i p a s i  k e l o m p o k
masyarakat rniskin, cukup tingginya ke-
terl ibatan birokrasi dalarn pengelolaan
prograrn dan rendahnya kcrmunikasi
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prograrn.  Ket idak-sesuaian perr laku
birokrasi ini uramanya disebabkan oleh
rendahnya t ingkat kepatuhan birokrasi
terhadap peratui 'an program, rendahnS,a
dukLrngan birokrasi terhadap kegratatr
k e l o r n p o k  m a s y a r a k a t  r n i s k i n ,
rendahnya dukungan birokrasi terhadap
t u  t n  b u  h n  y a  p a r t i  s i p a s  i k e  l o r r i  p o k
masyarakat  rn isk in ,  cukup t ingginya ke-
ter l ibatan b i rokras i  c ia larn perrgelo laan
prograrr  c lan renc lahnya kctnrunikas i
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Banyumas, Purbalingga dan Cilacap (n = 384)
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antara birokrasi dengan kelornpok rna-
syarakat rrr iskin (Tabel 1). Rendahnya
kepatuhan b i rokras i  n i  d i tun iukkan o ieh
Sumbcr : Diolah dali
Keterangan :
SR : sangat rendah;
b a n y a k n y a  p e n y i n r p a n g a n  y a n g
dilakukan oleh aparat birokrasi dalarn
pengelolaan program IDT.
kuesioner penelitian.
R = rendah, CT = cukup tinggi; 'I = tinggi; ST = sangat tinggi.
P e n y i  m p a n g a n - p e n y i  m p a n g a n
birokrasi dalam pelaksanaan program-
program IDT ini menurut pengalaman
para responden bi la diklasif ikasikan
nampak pada Tabel 2. Berdasarkan
tabel tersebut. jenis penyirnpangan
birokrasi yang paling menonjol adalah
pernaksaan jen is  jen is  kegiatan pokrnas
(30,99 persen) dan pemotongan dana
keg ia tan  p rog ram (29 ,11  pe rsen ) .
Pemaksaan jenis kegiatan ini yang
p a l i n g  b a n y a k  d i l a k u k a n  a d a l a h
memaksakan ternak kambing sebagai
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kegiatan utama pokrnas IDT. Di sini
birokrasi kemudian bertindak sebagai
perantara (broker) antara pedagang
kambing dengan kelompok masyarakat
miskin, guna memperoleh keuntungan
pribadi. Dalam hal pemotongan dana,
birokrasi selalu berdalih sebagai biaya
adrninistrasi  dan "uang ter i rna kasih"
dalam pengurusan dana. Sehingga
kelornpok masyarakat miskin mau tidak
rnau menyetujui  pemotongan dana
program IDT yang rnereka terima.
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Tabel 2. Klasifihasi penyimpangan aparat birokras!





IDT, pemaksaan jenis kegiatan oleh
birokrasi narnpaknya sudah rnenjadi
g e j a l a  u m u m  d i  s e m u a  w i l a y a h
penelitian, terutama pada tahun pertama
d i m u l a i n y a  p r o g r a m  I D T  ( t a h u n
anggaran 199411995). Pemaksaan jenis
kegiatan ini dengan dernikian mencer-
minkan perilaku birokrasi yang tetap
memposisikan dirinya sebagai pemitik
program pembangunan. Tindakan ini
d i lakukan karena b i rokras i  ing in
memperoleh keuntungan dari program
tersebut dan guna " mengamankan "
program pemerintah. Artinya birokrasi
mengarahkan jenis kegiatan pokmas
IDT pada satu pilihan tertentu, yaitu
ternak kambing, agar kegiatan prograrn
IDT mudah dikendalikan oleh birokrasi.
Meskipun pada dasarnya anggota
pokmas IDT tidak merniliki pengetahu-
an dan pengalaman beternak ambing.
Sebagai program nasional yang
sangat strategis dan mernil iki prioritas
tinggi, program IDT telah menempat-
kan birokrasi lokal pada kornitmen yang
amat tinggi terhadap "keamanan" dana
dalarn pelal<sanaan Progranr
dan Cilacap (n = 384)
Persentase
8 . 8 5
t1.72
t9,27
l l 9 30 99
384 100 00
dan keberhasi lan program IDT.  Korn i t -
rnen in i  c i i ternpul r  guna l .nengl r indar i  pe-
n i la ian negat i f  dar i  b i rokras i  d i  c ingkat
atasnya. Di sini kegagalan dalarn rne-
wujudkan keberhasilan program IDT,
r n e n g i n d i k a s i k a n  k e t i d a k - r r r a m p u a n
aparat birokrasi di t ingkat lolrai dalarn
melaksanakan prograln pembangunan.
Adanya pernaharnan aparat birokrasi
yang dern ik ian in i ,  pada akhi rnya rnen-
dorong b i rokras i  d i  t ingkat  lora l  untuk
terl ibat langsung dalarn menentukan dan
rnemil ih jenis kegiatan poknias IDT
yang dianggap paling affran. Vleskipun
tindakan tersebut rnelanggar peratl lral
progralx.
Da la r l  pandangan  A  nde rson
(1915 : 123-J24), kondisi ini r len-
cerrr inkan kepatuhan birokrasi dalarn
konteks rnenjaga kewibawaan dan
legit irnasi pernerintah, di samping derni
kepentingan pribadi birokrasi. ' f inclakan
ini di lakukan oleh birokrasi karena
peri laku birokrasi di Indonesia sarnpai
saat ini sangat diwarnai oleh budaya
patronisrne, di lnana pihak birokrasi
l oka l  se ia lu  rnen jaga  kep . r l l t i ngan
Menentukan Angqota Pokmas IDT
Suntber  : Data  has i l  pene l i t ian ,  d io lah .
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birokrasi di tingkat atasnya. Oleh
karenanya dapat dimaklumi apabila
lebih dari 60 persen jenis kegiaran
pokmas IDT be-rupa pembesaran atau
ternak karnbing. Sedang besarnya dana
p r o g r a n l  I D T  t a h u n  a n g g a r a n
199411995 yang terserap untuk jenis
kegiatan ini di lokasi penelitian hampir
85 persen dar i  keseluruhan dana
program.
S i fa t  t idak  mau mengarnb i l
resiko dalanr pelaksanaan tugas dan
ketakutan terhadap hukurnan dari
atasannya, nampaknya sudah menjadi
kecenderungan perilaku birokrasi di
banyak negara. Osborne dan Gaebler
(1992 : xix - xxi) menyatakan hal ini
dengan menyebut sebagai pemerintahan
yang tidak memiliki j iwa kewira-
usahaan. Dengan mengutip pendapat
Drucker, mereka menyatakan bahwa
pemerintahan yang produktif, efektif
dan etlsien dalam pelaksanaan tugas
adalah pemerintahan yang merniliki
kepribadian wirausaha (entrepreneurial
persortality) yang ditandai oleh adanya
kecenderungan u tuk berani rnengarnbil
resiko (propensity of risk-taking). Untuk
mewujudkan produktititas, et'ektivitas
dan efisiensi ini Osborne dan Gaebler
(1992 : 250-254) melihat pentingnya
desentralisasi dalam pelaksanaan tugas.
Yaitu rnemberikan wewenang kepada
lernbaga-lernbaga di tingkat bawah atau
lembaga milik masyarakat untuk melak-
sanakan tugas-tugas pembangunan yang
selama ini dikuasai oleh birokrasi peme-
rintah. Dalam pengertian ini lembaga di
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tingkat bawah diberi wewenang untuk
mengelola suatu program, rnulai dari
p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n  h i n g g a
pelaksanaannya. Pemberian wewenang
ini selanjutnya kan mengurangi beban
birokrasi, sehingga birokrasi hanya
melaksanakan tugas-tugas pengendalian
dan pembimbingan.
Pada sisi lain, dukungan aparat
birokrasi terhadap kegia.tan kelompok
rrasyarakat rniskin termasuk kategori
rendah. Tingkat dukungan yang rendah
dari birokrasi terhadap'kegiatan kelom-
pok masyarakat rniskin ini, menunjuk-
kan perilaku birokrasi belum sepenuh-
nya sesuai dengan tuntutan program.
Sebagai program pembangunan yang di-
desain untuk menumbuhkan kemandiri-
an, partisipasi dan kemampuan kelom-
pok masyarakat miskin, pelaksanaan
program IDT sangat membutuhkan
aspirasi dan usulan kegiatan yang
berasal dari kelompok sasaran program.
Aspirasi dan usulan yang muncul dari
kelompok sasaran ini, dimaksudkan
sebagai upaya untuk menyesuaikan jenis
kegiatan dengan kebutuhan langsung
kelornpok sasaran. N4mun dengan
kurangnya dukungan birokrasi terhadap
tumbuhnya aspirasi kelompok sasaran
ini, menunjukkan besarnya kekuasaan
birokrasi  dalam menentukan darr
mengatur kegiatan pokmas IDT. Gejala
ini selanjutnya dapat berakibat kurang
sesuainya jenis kegiatan yang dilaksana-
kan oleh pokmas IDT dengan kebutuhan
riil kelompok masyarakat miskin.
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Gejala ini sebenarnya sangat
tidak sesuai dengan tujuan dan upaya
pemberdayaan kelompok masyarakat
rniskin. Bagi kepentingan i i birokrasi
s e h a r u s n y a  b e r t i n d a k  s e b a g a i
katalisator, tasilitator dan dinarnisator
kelompok masyarakat rniskin. Melalui
tungs i - fungs i  n i ,  b i rokras i  dapat
melatih dan menumbuhkan kemarnpuan
kelompok masyarakat miskin dalam
pengelolaan administrasi program pem-
bangunan. Dalam konteks ini birokrasi
perlu menumbuhkan kepercayaan ke-
pada rrasyarakat miskin bahwa mereka
memiliki kemampuan untuk memba-
ngun diri mereka sendiri. Karena
seperti dikatakan oleh Charnbers (1987
: 7 8 ) :
".....Banyek bukti berupa studi
kasus  yang menun jukkan
bahwa orang-orang miskin itu
pekerja keras, cerdik dan ulet.
Mereka harus memiliki srfar
sifat seperti itu untuk dapat
b e r t a h a n  h i d u p  d a n
melepasknn diri dari belenggu
rantai kemiskinan ))ang terdiri
dari : kemiskinan itu sendiri,
kelemahan jasmani, isolasi,
keren tanan dan ke t idak-
berdayaan."
Oleh karenanya dalarn kaitannya
dengan bagaimana birokrasi mernaharni
masyarakat bagi keperluan pembangun-
an, Chambers (1983 : 19) rnengajarkan
proses belajar yang terbaik, yaitu agar
s9
orang luar, terutama birokrasi, beiajar
c lar i  n tasyura l<at ,  bu l<ar t r rya rnc ' rga iar  i  .
Cara-cara tersebut adalah : (a). Duduk,
b e r t . a n y a  c l a n  r n e n d e n g a r k a r r ;  ( b ) .
Bela jar  dar i  orang yang pal ing rn isk in ;
(c). Mernpelajari pengetahuan tekn is
pr iburn i  as l i ;  (d) .  Penel i t ian pengem-
bangan bersarna; (e). Belajar sambil
beker ja ;  dan ( t ) .  Permainan s i rnu las i .
Melalui metode dan pendekatan proses
bela jar  in i ,  d iharapkan rnasyarakat
rniskin dapat mernbangun kemampuan
dan  ke lembagaan  yang  ada  p rada
dir inya.
Mencermati keterlibatan aparat
birokrasi dalam kegiatan poknas IDT di
atas. dengan dernikian dapat dinyatakan
bahwa kekuasaan b i rokras i  sangat
rnewarnai aktivitas yang di lakul<an oleh
kelornpok rnasyarakat miskrn. Di sini
setiap aktivitas pokmas IDT cenderung
diatur dan dikendalikan oleh birokrasi,
sehingga kelompok rnasyarakat miskin
t i dak  rnemi l i k i  kebebasan  Ca la r r - t
rnengendalikan prograrn IDT. Gejala ini
menunjukkan aparat birokrasi t idak
s e p e n u h n y a  m e m b e r i k a n  p e l u a n g
kepada kelornpok masyarakai miskin
untuk melaksanakan aktivitasnya secara
rnandir i .  Keterl ibatan aparar birokrasi
yang cenderung t inggi dalam setiap
aktivitas pokmas IDT inl telt tunya
sangat rnengganggu paya rnewujudkan
tu juan prograrr  IDT,  ya i tu  peningkatarr
keman ipuan  ke lo rnpok  masya raka t
r n i s k i n  d a n  k e i e r n b a e a a n  r n i l i k
masyarakat  misk in.
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secara jelas mengatur fungsi dan peran
birokrasi dalam pelaksanaan program
IDT, yaitu mulai birokrasi t ingkat
ruasional hingga tingkat desa. pada
tingkat desa, birokrasi berperan dan
berfungsi mengadministraiikan kegiatan
dan akrivitas kelompok masyarakat
m i s k i n ,  g u n a  m e m b u a t  l a p o r a n
pelaksanaan kegiatan program IDT.
Namun demikian, dalarn praktek fungsi
dan peran birokrasi lokal ini ternyata
sangat berbeda. Peran dan fungsi
birokrasi lokal dalam kegiaran IDT
ternyata t idak hanya pada aspek
administrasi, tetapi juga masuk pada
aspel< teknis kegiatan. Campur-tangan
yang sangat besar dari birokrasi ini
dengan dernikian sangat bertentangan
dengan peraturan yang telah ditetapkan
dalam Inpres nomor 5 Tahun 1993.
Domirrasi birokrasi yang terlalu besar
dalarn setiap kegiatan pokmas IDT
inilah yang kemudian menyebabkan
aktivitas dan partisipasi anggota pokmas
IDT menjadi rendah.
Berdasarkan uraian berbagai
dimensi perilaku birokrasi di rnuka,
nampak jelas karakteristik perilaku
birokrasi dalam pengelolaan program
IDT tidak sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan program IDT. Keadaan ini
membuktikan tidak adanya perubahan
perilaku birokrasi dalam pelaksanaan
program IDT. Pendekatan top-down
bureaucratic approach dengan dernikian
tetap mewarnai pelaksanaan prograln
IDT. Meskipun pada tingkat kebijakan
telah dinyatakan perlunya perubahan
birokrasi, namun di tingkat lapangan
perubahan tersebut tidak pernah terjadi.
KESIMPULAN
Tindakan yang dapat dilakukan
guna memperbaiki mekanisme dan
pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan adalah perlunya reorientasi
perilaku birokrasi. Yaitu perubahan
perilaku birokrasi dari sifat-sifat sen-
. 
tralistik, kalcu dan prosedural, kepada
per i laku birokrasi  yang memihak
kepentingan rakyat. Kualitas perilaku
birokrasi yang demikian ditunjukkan
oleh : (a) adanya keinginan birokrasi
un tuk  menumbuhkan kemampuan
masyarakat dan menghilangkan keter-
gantungan masy4lnlqnt kepada birokrasi;
(b) birokrasi bertindak dan memposisi-
k a n  d i  r i  n y a  s e b a g a i  f a s i  l i t a t o r
pembangunan dan bukan sebagai
"pemerintah";  (c)  b i rokrasi  harus
menumbuhkan peluang bagi keterlibatan
l e m b a g a - l e r n b a g a  m a s y a r a k a t
(ins titutional building) dalam pengelola-
an program pembangunan; dan (d)
birokrasi  dapat berfungsi  sebagai
intermediares antara kepent ingan
m a s y a r a k a t  d e n g a n  k e p e n t i n g a n
pemerinthh. Melalui kualitas perilaku
birokrasi yang dernikian ini, maka dapat
diharapkan upa.ya penanggulangan
kerniskinan dapat di lakukan lebih
efektif.
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